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TAHUN 2023 


PERBEKEL BAJERA 


. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan 


pembangunan Desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa 
(RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), 


. bahwa RKPDesa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan 


pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan 
RPJMDesa dan ditetapkan secara resmi dengan Keputusan 
Perbekel: 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel 
tentang Tim Penyusun RKPDesa. 


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82): 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ), 


4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peratusan di Desa, 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa: 

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasrkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, 

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa, 

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Desa PDT dan 
Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa tahun 2020: 

12. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19), 

13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ): 

14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2019 Nomor 73 ), 

15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87 ), 

16. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan 
Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2020 Nomor 23 ), 


17. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Tabanan Tahun 2020 Nomor 54 ), 


18. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2021 tentang 


Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 


Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bajera 
Tahun 2021 Nomor 02), 
19. Peraturan Desa Bajera Nomor 03 Tahun 2022 tentang 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 
2022 - 2027 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03), 

20. Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2021 Nomor 05), 

21. Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 tentang 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 


(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 06), 


(APBDes) 


MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
Kesatu Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja 
Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 sebagai berikut : 
No | Nama Jabatan Alamat Unsur 
1. | I Putu Sukarata, ST Pembina Samad Dinas Perbekel 
ajera Kaja 
2 I Gusti Agung Made Wisma Renda Banjar Dinas | Sekretaris 
“ | Dewa Bajera Tengah | Desa 
3. |I Nyoman Adnyana Sekretaris Banjar Danas Ketua LPM 
Bajera Kaja 
Banjar Dinas 
I Kadek Agus Hutama Putra | Anggota | Bajera Kaia Aparatur wal 
I Wayan Sukawinata Anggota Banjar Dana Aparatur Desa 


Bajera Kelod 


Ida Ayu Putu Tirtawati 


Ni Luh Putu Widariyanti 


Anggota 


“Banjar Dinas 
Bajera Kaja 


Aparatur Desa 


Banjar Dinas 
Saraswati 


Aparatur Desa 


Banjar Dinas 


Saraswati 


Gusti Ayu Putu Sukawati | Anggota | 5 ajera Kaja Aparatur Desa 

I Nyoman Ariana Anggota | asra Haa Aparatur Desa | 
10. | Ni Made Purnamasari Anggota Sar aan PKK Desa 

Ni Luh Lanny Suartini Anggota Dengan Dara | Bidan Desa 


Kedua 


Ketiga 


Keempat 


Kelima 


: Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKPDesa adalah 


menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa 
berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 


dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif. 


Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDesa 


mengacu pada: 


. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran 


Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), 


. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 


2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, 


. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 


2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 


Pendapatan dan Belanja Negara, 


. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan 


di Desa, 


. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan 


Desa, 


. Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman 


Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa, 


. Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata 


Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah 


Desa, dan 


. Permendes, PDT dan Trans No.7/2021 tentang Penetapan 


Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. 


: Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya 


dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau 
Kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten. 


: Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak 


ditetapkannya Surat Keputusan Perbekel ini sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa oleh 
Perbekel. 


Keenam — : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat 


keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya. 


Ketujuh ! Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada tanggal 


ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal 8 Juli 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


Sp 


1 PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


1. Camat Selemadeg 

2. Ketua BPD Desa Bajera 

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
4. Arsip. 


